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BERITA  DAERAH 
                                 KOTA BEKASI 

 
NOMOR : 10.B                               2017                                    SERI : E                                                                                        

 
 

PERATURAN WALIKOTA BEKASI 
NOMOR 10.B TAHUN 2017 

 

TENTANG 
 

STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA BEKASI, 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan 
Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 
06 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Bekasi, makaperlu menetapkan Standar 
Satuan Harga Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dengan Peraturan 
Wali Kota Bekasi. 

 

  
Menimbang :  1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3663);  

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah  beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Partai Politi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak 
Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala 
Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala 
Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta 
Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 121); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4461) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 4659); 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 
Nomor 6 Seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2004 Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 11 Seri A); 

16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 
Nomor 16 Seri A). 
  

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Finalisasi Penyusunan 
Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Standar Satuan 
Harga Pakaian Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 
Kota Bekasi Nomor  188/929/Setwan.LPP Tanggal 27 
Februari 2017. 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  :  PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR 
SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KOTA BEKASI. 
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      BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Bekasi; 
2.  Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom; 

3.  Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi; 
4.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi; 
5.  Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disebut Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi yang terdiri atas Pimpinan DPRD, 
Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Kehormatan, Badan 
Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, dan Alat Kelengkapan 
lainnya; 

6.  Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Bekasi; 

7.  Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Bekasi; 

8.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya 
disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kota Bekasi 
yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 
BAB II 

PAKAIAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 
Pasal 2 

 
(1)  Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas yang terdiri dari : 

a. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) stel dalam 1(satu) tahun; 
b.  Pakaian Dinas Harian (PDH) Lengan Panjang disediakan 1(satu) stel 

dalam1(satu) tahun; 
c. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun; 
d.  Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 1 (satu) stel dalam 5 (lima) 

tahun masa jabatan; 
e. Pakaian Adat Lengkap disediakan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun; 
f. Pakaian Adat Harian disediakan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun; 
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g. Pakaian Seragam Pramuka disediakan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) 
tahun; 

h. Pakaian Batik disediakan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun; 
i. Pakaian Olahraga disediakan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun. 
 

(2) Standar Satuan Harga Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling besar sebagai berikut : 
a.  Pakaian Sipil Harian (PSH) sebesar Rp1.500.000,00/stel 
b. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang sebesar                             

Rp 1.500.000,00/stel 
c. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp 1.500.000,00/stel 
d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebesar Rp 2.000.000,-/stel 
e. Pakaian Adat Lengkap sebesar Rp 2.500.000,00/stel 
f. Pakaian Adat Harian sebesar Rp 700.000,00/stel 
g. Pakaian Seragam Pramuka sebesar Rp 800.000,00/stel 
h. Pakaian Batik sebesar Rp 1.600.000,00/stel 
i. Pakaian Olahraga sebesar Rp 800.000,00/stel 

 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 
 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Bekasi. 

Ditetapkan di Bekasi 
pada tanggal 28 Pebruari 2017 
 

WALIKOTA BEKASI, 
                Ttd/Cap 
        RAHMAT EFFENDI 
 

Diundangkan di Bekasi 
pada tanggal 28 Pebruari 2017   
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, 
 
                       Ttd/Cap 
 
 

RAYENDRA SUKARMADJI 
 

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR  10.B SERI E   


